PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA '

&
 ONAS PENAUAAN DAL DA ELANAN TERPOU 41U AT
Telephone (0233) 82865 , 8286600 Faksimile (0233) 8286600

: Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ 77 /DPMPTSP/ XII /2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANNUR DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Hj. Emat Rohimat, S.Pd
tanggal 22 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/3665-Disdik tanggal 10 November 2021 Kelompok
Bermain (KB) ANNUR DARUSSALAM dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan
Kelompok Bermain (KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se!%aimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Um;kmdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di ndag;’])eﬂu
gARU n Izin i raan Pendidikan Anak US'S[ Kelgerngok Bermain lc'lm) NUR

SSALAM n dengan keputusan Kepala Dinas naman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Ixnm Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) imana
telah diubah Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Ka
Purwakarta dan paten %n mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Engmesla Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
"0"01 (4

3. Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T: Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor
12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran ra Republikn?rﬂorm Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik I Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ZODStanar? Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
mRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

ia_Nomor 4496), imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Ti Standar | Pendidikan &Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71 T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bf‘Lenbamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanggOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik
In%%a}\wa‘ Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
ﬁepublik Inc)lonesla Tahun 2008 Nemor 91 Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pen raan
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

12. Peraturan Daerah Kabu Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 N Z
Tambahan Lembaran Daera thmor 1); pate e . el

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenagaraan
‘I;’;a.nzinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengkggl'ahunyglngglomr

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka,

15. Peraturan Bupati Majaien?ka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan
ﬁlarjla ?lon kl;enzman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

ajalengka.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) : ANNUR DARUSSALAM
Alamat . Blok Sindanghurip Desa Maniis Kecamatan
Cingambul Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan
Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum
Berakhirnya masa Izin

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka Nomor 178 Tahun 2017 Tangal 15 Agustus 2017 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 29 Desember 2021

AS PENANAMAN MODAL DAN

VIP. 19660513 198611 1 002

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



YAYASAN DARUSSALAM CINGAMBUL

MAJALENGKA

Alamae: Blok. Sindanghurip Desa Maniis Keoe. Cingambul Kab. Majalengke

Seawvwer Beareat 45466 HIP OR1321218049

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA
KEDUA

KETIGA

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DARUSSALAM
DESA MANIIS KEC. CINGAMBUL KAB. MAJALENGKA
Nomor: 010/YDCM/XII/2009
Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN AN-NUR DARUSSALAM

Ketua Yayasan Darussalam
Desa Maniis Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka

: Berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Pengurus Yayasan Darussalam dan perwakilan dari
warga Blok Sindanghurip Desa Maniis Kec. Cingambul pada tanggal 10 Desember 2009 telah
memutuskan untuk Mendirikan Kelompok Bermain An-nur Darussalam.

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka dakam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950).

Indang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 seri D).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi
Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 Seri D).

Peraturan dan Tata Tertib Kerja Organisasi Yayasan Darussalam Cingambul Majalengka Kp.
Sindanghurip Desa Sindanghurip Kec. Cingambul Kab. Majalengka.

MEMUTUSKAN

Keputusan Yayasan Darussalam Desa Maniis Kec. Cingambul tentang Pendirian Kelompok
Bermain An-nur Darussalam.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain An-nur Darussalam.

Pemberian Ijin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua
keputusan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan
sebagaimana mestinya.

KH. M. SOD]KINf/t



